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ABSTRAK

Isu tentang perlindungan anak semakin memprihatinkan, sejalan dengan meningkatnya kasus tindak
kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak. Khusus di NTB isu itu dikaithan dengan jenis Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak seperti, anak telantar, anak jalanan, balita telantar dan balita
status gizi buruk yang saat ini jumlahnya cukup tingggi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta
masyarakat telah berupaya menangani permasalahan tersebut. Namun demikian, dari hasil penelitian
menunjukkan upaya tadi belum optimal disebabkan belum sinerginya segenap sumber daya yang ada pada

berbagai sekior,

|. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset dan generasi
penerus bagi keluarga, masyarakat maupun
suatu bangsa. Bagaimana kondisi anak pada
saat ini, sangat menentukan kondisi keluarga,
masyarakat dan bangsa di masa depan.
Dengon demikian, apabila anok hidup serba
berkecukupan, baik secara fisik-organis maupun
psiko-sosialnya, maka SDM di masa depan
dapat dipastikan cukup berkualitas. Manusia
yang berkualitas, antara lain memiliki kriteria :
cerdas, kreatif, mandiri, berakhlak mulia dan
setia kawan. Hanya dengan SDM yang
demikian itu suatu bangsa akan mampu
bersaing dengan bangsa lain dalam era
kehidupan global.

Anck akan tumbuh dan berkembang
menjadi SDM yang berkualitas, apabila
berbagai kebutuhannya dapat dipenuhi dengan
waijar, baik kebutuhan fisik, emosional maupun
sosial. Singgih D. Gunarso {1992) membagi
jenis kebutuhan dasar anak menjadi dug, yaitu
kebutuhan fisiologis-organis dan kebutuhan
psikis dan sosial. Kebutuhan fisiclogis-crganis
adalah kebutuhan pokok, karena terkait
langsung dengan pertumbuhan fisik dan
kelangsungan hidup anak. Termasuk ke dalam
jenis kebutuhan ini adalah makan, pakaian,
tempat tinggal dan kesehatan. Apabila
kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka akan
menyebabkan terjadinya gangguan pada
kondisi fisik dan kesehatan anak. Menurut 5.C.
Utami Munandar (1995), perkembangan
kecerdasan, kreativitas dan kemandirian
berkaitan erat dan saling menguatkan, yang

akan menentukan kualitas manusia pem-
bangunan di masa depan. Dengan demikian,
dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan
fisiologis-organis anak ditandai dengan
buruknya kualitas SDM masa depan, baik
secara fisik maupun tingkat kecerdasannya.
Kemudian psikis dan sosial adalah jenis
kebutuhan yang berkaitan dengan per-
kembangan emosional dan kepribadian anak.
Tennusu% ke dalam kebutuhan psikis dan sosial
adalah kebutuhan kasih sayang, rasa aman,
perlindungan, jauh dari perasaan takut,
kecemasan, kebebasan menyatakan diri,
mengadakan hubungan dengan sesama
teman, pergaulan dan harga diri.

Terkait dengan konsep kebutuhan anak
tersebut, Child Welfare Lecgue of America, Stan-
dards for Cisild Protective Services, New York
(Soetarso, 1997), mengemukakan bahwa
pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, emasional
dan intelektual enak akan mengalomi
hambatan apabila ia: (o) kekurongan gizi don
tanpa perumahan yang layak, (b) tanpa
bimbingon don asuhan, (c) sokit dan tonpo
perawatan medis yang tepot, (d) dipedakukan
salah secara fisik, (e) diperakukan salah dan
dieksploitasi secara seksual, (f) tidak
mempercleh pengalaman normal yang
menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan,
aman don bermanfaat, (g) terganggu secara
emosional karena pertengkaran keluarga yong
terus menerus, perceraian dan mempunyai
orangtua yang menderita gangguan atau
penyakit jiwa, dan (h) dieksploitasi, bekeria
berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak
sehat dan demoralisasi.
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Berkaiton dengan upaya mewujudkan
tumbuh kembang anak secara wajar, Konvensi
Hak Anak tohun 1989 menegaskan, bahwa
setiop negara perlu memiliki komitmen tinggi
dalem upaya perlindungan anak. Dalam
konvensi tersebut dijelaskan, termasuk ke dalam
hak anak adalah hak akan kelangsungan hidup,
perlindungan, pertumbuhan dan perkem-
bangan serta berpartisipasi. Unsur-unsur hak
anak tersebut perlu dipahami sebagai satu
kesatuan yang utuh, karena dalam implemen-
tasinya saling terkait. Artinya, di dalam
kelangsungan hidup, juga mencakup
perindungan, pengembangan dan partisipasi
dan begitu seterusnya. Dalom pembahasan
terdahulu, dikemukakan ada dua kategori
kebutuhan anak, yaitu fisiologis — organis dan
psikis — sosial. Apabila dua kategori kebutuhan
tersebut dijabarkan lebih lanjut, maka akan
diperoleh sejumlah hak anak yang memerlukan
pemenuhan agar mereka dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal. Hak anak ini
secara rinci dopat ditemukan di dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak, yaitu (1) hak atas
kesejohteraan, perawatan, asuhan dan
bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik
dalam keluarganya maupun di dalam asuhan
khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan
wajar, (2) hak atas pelayanan untuk
mengembangkan kemampuan dan kehidupan
sosialnya, sesuai dengon kebudayoan dan
kepribadian bangsa, untuk menjadi warga
regara yang baik dan berguna, (3) hak atas
pemeliharaan dan perlindungan, baik selama
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan,
dan (4) hok atas perlindungan terhadap
lingkungan hidup yang dapat membchayakan
atau menghambat pertumbuhan dan
perkembangonnya dengan waijar.

Berdasarkan uraion tersebut di atas, upoya
perlindungan anak dapat dipahami sebagai
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk
memenuhi sejumlah hok anak, agar terjamin
kelangsungan hidupnya, terlindungi dari
berbagai kondisi yang fidak menguntungkan,
berkembangnya potensi diri anak dan
berkembangnya partisipasi dalam pengambilan
keputusan menyangkut pribadi mereka. Atas
dasar itu, maka upaya perlindungan anak
diloksanakan dengan berorientasi pada
sejumlah unsur tersebut, agar upaya yang
dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.

(R

Upaya perlindungan anck dewasa ini perlu
terus ditingkatkan, seiring terjadinya perkem.-
bangan masyarakat dengan segala dampak-
nya yang tidak menguntungkan bagi kehidupan
keluarga dan anak. Meskipun belum ada dota
pasti tentang permasalohan anak Indonesia,
namun media massa dan beberapa penelitian
telah mempublikasikan kasus per kasus
permasalahan yang dihadapi oleh anak, baik
di dalam maupun di luar lingkungan keluarga.
Kasus tindak kekerasan terhadap anak,
eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap
anak, dan perdagangon anck adalah kasus
yang dewasa ini seringkali terjadi (Societa,
2006). Kondisi ini sangat mengancam
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
anak secara wajar sebogai generasi penerus
don sumber daya manusia di masa depan.
Bohkan pora pengamat kesejahteraan anak
mengkhawatirkan kondisi ini sebagai ancaman
terjadinya lose generation.

Sehubungan dengan permasalahan
tersebut, penelitian ini dilokukan dalam upaya
mengetahui permasalahan dan upaya
perlindungan anak, khususnya di Nusa
Tenggara Barat. Penelitian ini bersifat kasus,
sehingga penentuan lokesi bersifat purposive
dengan perfimbangan bahwa, di provinsi ini
terdapat berbagai isu tentang perindungan
anak. Hasil penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi secara teoritis maupun
praktis terkait dengan upaya perindungan anak
di Indonesia.

Il. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, men-
deskripsi permasalahan anak dan upaya
perlindungan yang dilakukan pada mereka
oleh instansi pemerintah maupun masyarakat
di Nusa Tenggara Barat.

Informan dalam penelitian ini adalah
petugas instansi pemerintah yong menyeleng-
garakan program pelayanan sosial anak di
provinsi maupun kobupaten kota, pengelola
panti sosial dan petugas pada Lembaga
Perlindungan hnuf (LPA) provinsi maupun
kabupaten/kota serta Badan Pusat Stafistik.
Informan tersebut ditentukan secara purposive
dengan memperfimbangkan ketersediaan data
dan informasi tentang permasalohan dan
program-program perlindungan anck di Nusa
Tenggara Barat.



Teknik pengumpulan dota yang digunakan
adalah (o) studi dokumentasi terhadap
dokumen tertulis, hasil-hasil penelitian yang
telah dilakukan, perundang-undangan dan
literatur lainnya yang mendukung tujuan
penelitian, (b) wawancara mendalam yang
dilakukan untuk memperoleh informasi yang
obyektif dan mendalom tentang permasalahan
dan program perlindungan anak.

Data yang telah dikumpulkan, kemudian
diolah berdasarkan kategori data yang telah
ditentukan. Kemudian dianalisis dengan teknik
analisa kualitatif, yaitu menguraikan esensi dan
substansi yong tertuang dalam konsep-konsep,
sebagai hasil penelitian, yaitu (1) identifikasi
permasalohan anak, (2) identifikasi program-
program perlindungan anak yang diseleng-
garakan oleh pemerintah maupun masyarakat,
dan (3) faktor-faktor yong mendukung konsep-
konsep temuan lapangan.

I1l. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Geografi dan
Demografi

MNusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau
Lombok dan Pulou Sumbeowa, dengan luas
wilayah 20.153,15 km?, Batas wilayah sebelah
utara dengan Laut Jawa dan Laut Flores;
sebelah selatan dengan Samudera Indonesia;
sebelah barat dengan Selat Lombok/Provinsi
Bali; dan sebelah timur dengan Selat Sape/
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua kota
dan tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok
Barat, Lombok Tengah, Lembok Timur,
Sumbawa, Dompu, Bima Sumbawa Barat, Kota
Mataram dan Kota Bima. Berdasarkan data
hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
Biro Pusat Statistik (2005), penduduk Nusa
Tenggara Barat pada tahun 2005 berjumlah
4,143.292, dengan rincian 1.099.820 laki-laki
dan 2.143.472.

Dari- hasil SUSENAS ity pula diketahui
persentase penduduk umur 0 - 14 tohun sebesar
32.52 persen, dan penduduk umur 15 — 64
tahun sebesar 68,47 persen dan penduduk umur
di atas 65 tahun sebesar 4.37 persen.
Kelompok terakhir ini dikategorikan kelompok
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lanjut usia. Berdasarkan dota tersebut, maka
struktur penduduk Provinsi NTB sebagian besar
iermusuﬁ pada usia produkiif. Persocalan pada
data tersebut adaloh adanya kategori umur 15
— 19 tahun yang di dalamnya termasuk umur
anak. Sehubungon dengan itu, populasi anak

secara posti tidak dapat ditemukan pada hasil
SUSENAS tersebut.

Lapangan usoha penduduk Nusa
Tenggara Barat bervariasi. Menurut BPS Provinsi
Nusa Tenggara Barat (2005) penduduk 15
tahun ke atas memiliki jenis usaha pertanian,
pertambangan dan galian, industri, listrik, gas
dan air; konstruksi, perdagangan, angkutan dan
komunikasi; keuangan don jasa. Dari berbagai
jenis usaha tersebut, jenis uscha yang
persentasenya menonjol yaitu usaha pertanion
sebesar 48,11 persen.

Tingkat pendidikan sebagian besar
(76,71 %) penduduk Nusa Tenggara Barat relatif
rendah, dimana mereka tidak pernah sekolah
dan hanya menamatkan SD. Kemudian
bedasarkan Indikator Kesejahteroan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Barat (2003), diperoleh
informasi, bohwa tingkat partisipasi sekalah
penduduk usia 7 — 18 tahun dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu kelompok usia 7-12 tahun
(setingkat SD) sebesar 94,68 persen, kelompok
usia 13-15 tahun (setingkat SLTP) sebesar 72,33
persen dan kelompok usia 16-18 tahun
(setingkat SLTA) sebesar 42,96 persen.

B. Gambaran Umum Populasi anak

Data arck pada Musa Tenggara Barat
Dalam Angka (BPS Prov, NTB, 2005), tidak
dapat diketahui secara pasti, karena ada
kategori kelompok anck (17 tahun) yang
disajikan pada kelompok umur 15-19 tahun.
Data anak umur 0-18 tahun berjumlah
1.800.380 anak aotau 43,45 persen dari
populasi penduduk. Dari jumlah tersebut
sebanyok 911.949 anak atau 50,65 persen
adalah laki-loki dan sebanyak 888.381 anak
atau 49,35 persen adalah perempuan.

Kemudian populasi anak umur 7-18 tahun
menurut tingkat pendidikan, sebanyak 573.875
orang berpendidikan Sekolch Dasar, 282.317
orang berpendidikan SLTP dan 261.643 orang
berpendidikan SLTA. Data populasi anak
menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada
diagram 1.
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DIAGRAM 1:
TINGKAT PENDIDIKAN ANAK
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Dari jumlah populasi tersebut, sebanyak
50 persen anak tinggal di perdesaan dengan
rincian 49,66 persen laki-laki dan 50,34 persen
perempuan. Kemudian 50 persen anak tinggal
di perkotaan dengan rincian 51,21 persen laki-
loki dan 48,79 persen perempuan.

Hubungan antara anak dengan Kepala
Rumah Tangga dicermati dari posisi anak
terhadap Kepala Rumah tangga, yaitu anak
(kandung, tiri, angkat), lainnya (cucu, famili)
dan sebagai Kepala Rumah Tangga. Menurut
Profil Anak Nusa Tenggara Barat (BPS, 2004)
sebanyok 88,83 persen anak memiliki
hubungan dengan Kepala Rumahtengge
sebagai anak, baik anak kandung, tiri maupun
anak angkat, sebagaimana tampak pada
diagram 2. Data tersebut menggambarkan,
bahwa sebagian besar anak-anak di Nusa
Tenggara Borat memperoleh pengasuhan dari
orang-orang dewasa terdekat dalam sebuah
keluarga. Meskipun angkanya tidak signifikan,
terdopat anak-anak yang menjadi Kepala
Rumah Tangga. Mereka tentu saja menghadapi
berbagai masalah yang berkaitan dengan
proses pertumbuhan dan perkembangannya,
karena ferbebani oleh tugas dalam keluarga
yang selayaknya dikerjockan orang dewasa.

DIAGRAM 2 :
HUBUNGAN ANAK DGN KEPALA RUMAH
TANGGA
= AMNAK
1083 034 5 LAINNYA
BKRT
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Kemudian menurut kegiatannya, terdopat
berbagai jenis akfivitas yang dilakukan anak,
yaitu sekolah, bekerja, menganggur, mengurus
rumah tangga dan lainnya. Data jenis kegiatan
anck dapat dilipat pada tabel 1.

Tabel 1
PERSENTASE ANAK 7-18 MENURUT
KEGIATAMN

NG JEMIS KEGIATAM PERSENTASE
1 |SEKOLAH 61.76
2 | BEKERIA 21.11
3 |MENGANGGUR 10.18
4 |MENGURUS RT 2 .64
5 |LAINNYA 4.30

Sumber : BFS, Profil Angk Frov. NTB, 2004.

Sebagian besar atau 61,76 persen anak
di Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan
sekoloh. Kemudian sebesar 21,11 persen anak-
anck sudah tidak sekclah lagi dan mereka
memiliki kegiatan bekerja atau menjadi pekerja
anak. Mereka tentu mengalami berbagai
masalah, baik secara pribadi yoitu yang terkait
dengan proses tumbuh kembang; maupun
berbagai resiko yang dihadapi di tempat kerja.
Selain itu, mereka juga merupakan kelompok
yang potensial menghadapi tindak kekerasan
ataupun dieksploitasi secara ekonomi oleh
orang dewasa.

Sebagimana disajikan dalom data pada
tabel 1 di atas, di Nusa Tenggara Barot terdapat
anak umur 7-18 tahun yang bekerja sebanyak
21,11 persen atau berkisar 380.000 orang.
Anak yang bekerja tersebut tersebar di seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara
Barat.

Dari sembilan kabupaten/kota tersebut,
Lombok Barat dan Kota Mataram merupakan
daerah yang memiliki data signifikan untuk anak
yang berusaha dan sebagai buruh/karyawan.
Hal ini berhubungan dengan status kedua kota
tersebut, yoitu sebagai kota pariwisata yang
banyak menawarkan lapangan pekerjaan bagi
anak-anak. Berbagai jenis usaha anak-anak
tersebut seperti membuot kergjinon tangan dan
menjojakannya di daerah-daerah wisata,
menjadi pemulung, dan kusir cidome. Berbagai



jenis usaha anak-anak tersebut pada umumnya
dilakukan jouh deri pantauan orang tuanya.
Oleh karena itu, mereka potensial mengalami
eksploitasi secara ekonomi, seksual maupun
tindak kekerasan dari orang dewasa.

C.

Anak Yang Memerlukan
Perlindungan

Korban Eksploitasi

Hasil studi LPA Provinsi Nusa
Tenggara Barat (2003) menemukan anak
yang mengalaomi eksploitasi berjumlah
373 orang. Anak perempuan berjumlah
225 orang dan anak laki-laki berjumlah
148 anak. Kemudian menurut umur, pada
kategori umur 5-12 tahun berjumlah 93
anck; umur 13-15 tahun berjumlah 133
anck dan umur 15-18 tchun berjumlah
147 anak. Berdasarkan kelompok umur
ini, moka kelompok remaja (13-18 tahun)
lebih banyak menjadi korban eksploitosi
dibandingkan dengan kelompok anak-
anok. Sebagoimana dikemukakan
sebelumnya, bahwa jumlah anak yang
bekerja don sebagai buruh/karyawan
sebagian besar terdapat di Kabupaten
Lombok Borat don Kota Mataram,
dimana kedua kota ini sebagai daerch
pariwisata.

Terdapat lima lokasi wisata yang
menurut femuan LPA Provinsi Musa
Tenggara Barat sebagai lokasi terjadinya
eksploitasi anak, yaitu Bayu Molek terjadi
115 kasus, Otak Kokok 14 kasus, Sade
56 kasus, Gili 118 kasus dan Senggigi 70
kasus. Berdasarkan data tersebut ada
korelasi antara tingkat keramaian dan
tersedianya fosilitas wisata dengan jumlah
kasus eksploitasi. Semakin ramai lokasi
wisata, semakin tinggi jumlah kasus
eksploitasi. Hal ini menunjukkan lemahnya
kontrol sosial masyarakat, dan terjadinya
penguatan orientasi kehidupan ekonomis
masyarakat. Akibat dari orientasi ekonomi
masyarakat yang kuat ini, maka anak-
anck ditarik ke dalam dunia usaha, tanpa
mempertimbangkan hak-hak mereka. Hal
ini juga menunjukkan lemahnya sistem
pengawasan dan perlindungan sosial
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oleh pemerintah daerch terhadap
anak-anak, khususnya mereka yang
menjalankan usaha di lokasi wisata.
Korban eksploitasi menurut lokasi dan jenis
kelamin ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

KORBAN EKSPLOITASI MENMURUT LOKASI
DAN JENIS KELAMIN

JEMIS KELAMIMN
NO LOKASI LAKI-LAKI | PEREMPUAN [IMLH
F % F a

1 | BAYU MOLEK | 100 |86,96] 15 |13,64]| 115 |
2 | OTAK KOKOK | 2 |14,2%] 12 |85.71| 14
3 | GADE 33 [58,93| 23 |41,07] 56
4 | GiU 58 |49,15| 60 |51,85| 118
5 | SENGGIGI 32 |4571] 38 |54,29] 70

JUMLAH 225 |60,32|148 |39,68| 373

Sumber : LPA Provinsi NTB, 2003,

Di lima lokasi eksploitasi tersebut
ditemukan 17 jenis tindakan yang
dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi
dan eksploitasi seksual. Pada kasus
eksploitasi ekonomi, pengrajin sebanyak
115 kasus, pedagang souvenir 59 kasus,
pedagang asongan 39 kasus, pelayan
hotel 35 kasus dan nelayan 29 kasus.
Kemudian pada kasus eksploitasi seksual,
anak yang dilacurkon dengan 16 kasus ,
dijual dan disodomi masing-masing
dengan 3 kasus.

Terjadinya kasus eksploitasi tersebut
dipicu oleh inisiator. Berdasarkan haosil
studi LFA Provinsi Nusa Tenggaora Baorat,
sebagai inisiator terjadinya eksploitasi
terhadap anak adalah dir anak sendiri,
bapak, ibu, famili dan orang lain. Data
inisiator tersebut dapat dilihat pada
diagram 3.

DIAGRAM 3 :
INISIATOR TERJADINYA EKSPLOITASI
3 5%
20%

12%

EISEMDIRI B BAPAK
IBU B FAMIL
B ORANG LAIN




Inisiatif dari diri anok sendiri
sebanyak 155 kasus (60 %), Bapak 32
kasus (12 %), Ibu 53 kasus (20 %), famili
7 kasus (3 %) dan orang lain 12 kasus (5
%). Dalam kasus eksploitasi ini, selain
berasal dari diri sendiri, orang ferdekat,
yaitu bapak, ibu dan famili juga menjadi
inisitator yang cukup besar yaitu 35 persen.
Data ini menggambarkan bahwa fungsi
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Berdasarkan status pendidikan,
sebagian besar termasuk kategori rendah,
yaitu mulai dari tidak pernch sekolah
sampai dengan putus sekolah (dropout)
pada tingkat SLTA. Data tentang status
pendidikan korban tindak kekerasan
dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

ekonomi keluarga tidak dapat dilak- STATUS PENDIDIKAN KORBAN KEKERASAN
sanakan dengan baik, terutama oleh ayah STATUS PENDIDIKAN ]
sebagai pencari nafkah utama. Hasil studi [~ T~ o oS

LPA Provinsi Nusa Tenggara Barat (2003)  |sekowan | so | 52 | swp | SMP | gua | SMA

berhasil menghimpun informasi, bohwa
fakior ekonomi ini tidak hanya menjadi
penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi
terhadap anak-anak, akan tetapi juga
sebagai faktor penyebab terjadinya
eksploitasi seksual. Selain itu, terjadinya
eksploitasi seksual terhadap anak
disebabkan adanya penipuan yang
dilakukan oleh oknum. Seperti yang terjadi
pada kasus penipuan terhadap anak
perempuan dari Pulau Jowa, dimang
dijanjikan bekerja sebagai penjoga wartel,
pelayan toke dan restoran dengan
gaji besar di Pulau Lombok. Pada
kenyataannya mereka dipekerjokan di
Pulau Lombok di tempat-tempat hiburan
dan dilacurkan.

Korban Tindak Kekerasan

Hasil LPA Provinsi Nusa Tenggara
Barat (2003) menemukan kasus findak
kekerasan terhadap anak dengan korban
sebanyok 125 crang. Berdasorkan jenis
kelamin, korban tindak kekerasan
terhadap anak laki-laki berjumlah 79 or-
ang (63,20 %) dan anak perempuan
berjumlah 46 orang (36,80 %).

Kemudian menurut umur, pada
kelompek umur 7-12 tahun maupun pada
kelompok umur 13-18 tahun jumlah
korban sama banyak, yaitu masing-
masing 61 orang atau 48,8 persen.
Sedangkan pada kelompok umur 0-6
tahun sebanyak 3 orang atau 2,4 persen,

] 38 17
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Sumiber : LPA Provinsi MNTB, 2003,

Berbagai bentuk tindak kekerasan
terhadop anak ditemukan di Provinsi Nusa
Tenggara Barat, mulai dari kekerasan fisik,
psikis hingga menghilangkan nyawa. LPA
Provinsi Musa Tenggara Barat berhasil
mengidentifikasi 11 jenis tindak kekerasan
terhadap anak, yaitu penipuan, ancaman,
pemukulan, pencabulan perkosaan,
pembunuhan, pembuangan, penjualan,
penelantaran, deskriminasi dan eksploitasi.
Dari berbagai jenis tindak kekerasan
tersebut, kasus yang cukup mencolok yaitu
ancaman (34 kasus), pemukulan (66
kasus), eksploitasi (36 kasus), penipuan
(14 kasus) dan perkosaan (12 kasus).

Selain data hasil studi LPA Provinsi
(2003), LPA juga menghimpun data dari
berbagai media massa lokal, antara lain
Lombok Post. Ada tiga jenis bentuk tindak
kekerasan yang berhasil dihimpun oleh
media massa lokal, yaitu kekerasan fisik,
seksual dan fisik bersama-sama
dengan seksual. Tindak kekerasan fisik
yaitu penganiayaan, pembunuhan,
pembuangan bayi dan pembunuhan
disertai dengan pembuangan. Tindak
kekerason seksual, yaitu pemerkosaan,



pencabulan dan sodomi. Sedangkan
tindak kekerasan fisik bersamaan dengan
seksual, yaitu pemerkosaan yang diikuti
dengan pembunuhan.

Meskipun secara kuantitas jumlah
kasus tahun 2004 meningkat dibanding-
kon dengan tahun 2003, yaitu dari 34
kasus menjadi 52 kasus, namun ferdapat
kasus kekerasan yang mengalami
penurunan, yaitu pembuangan bayi,
pembunuhan dan pembuangan, serta
pencabulan. Kasus penganiayaan dan
pembunuhan yang terjadi pada tahun
2003, tidak terjadi lagi pada tahun 2004.
Sebaliknya muncul kasus baru yang pada
tahun 2003 tidak ada, tetapi muncul pada
tohun 2004 yaitu, sodomi dan pemer-
kosaan yang diikuti dengan pembunuhan.

Tindak kekerasan menimbulkan
penderitaan bagi para kerbannya.
Penderitaan yang dirasakan oleh korban,
selain secara fisik, psikis dan sosial,
bohkan menghilangkan nyowa. Pen-
deritaan fisik seperii luka ringan/memar/
lecet, luka berat don cacat. Sedangkan
penderitaan psikis dan sosial seperti sirees,
malu dan kehilangan kesempatan untuk
bermain serta sekolah. Berdasarkan jenis
penderitaan ini dapat diketahui lamanya
korban menderita akibat tindak kekerasan.
Penderitaan fisik, tentu tidak memerlukan
waktu yong lama untuk pemulihannyg,
kecuali luka berot afau cacat permanen.
Sedangkan penderitaan psikis dan sesial,
proses penyembuhannya bicsanya
memerlukan wakitu lama, terlebih pado
korban yang terenggut kehormatannya.
Data tentang jenis penderitaon korban
tindak kekerasan dapat dilihet pode
tabel 4.

Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat

{Seradi)

Tabel 4

JENIS-JENIS PENDERITAAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN

NO JENIS PENDERITAAN F %
1 | Strees 46 | 23,47
2 | Merasa dipermainkan 39 | 19,90
3 | Lukaringon/memar/lecet | 35 | 17,86 |
4 | Luko berat 5 2,55
5 Cocat permanen 1 0,51
& | Terbunuh | 0,51
7 | Terenggui kehormatannya | 7 3.57
8 | Kehilangan waktu bermain | 24 | 12,24
? | Kehilongan woktu sekalah | 31 | 15,82
10 | Penderitaan lainnye 7 3,57

Ket ; Jawaban lebih dari |

Peloku tindak kekerasan terhadap
anak, bukanlah orang yang secara sosial
jouh dari anak. Pelakunya adalah orang
dewasa yang kenal akrab dengan anak,
dan bahkan tinggal dalom satu rumah.
Kenyataon ini menunjukkan kondisi
kontradiksi, dimana semestinya anak
memperoleh perlakuan baik di dalam
lingkungan rumah tangga, justru yang
terjadi malah sebaliknya. Mereka menjadi
korban tindak kekerasan yang me-
nimbulkan penderitaan fisik, psikis dan
sosial. Berdasarkan studi LPA Provinsi Nusa
Tenggara Barat (2003), terdapat 12
kelompok yang menjadi pelaku tindak
kekerasan terhadap anak, yaitu ayah dan
ibu kandung, ayah dan ibu tiri, saudara
lain (kckek, paman, bibi, kerabat), guru
(sekoleh, mengaii), tetanggo, atasan dan
orang tidak dikenal.

Daota tentang hubungan pelaku
tindak kekerosan dengon korban dapat
dilihat pado tabel 5. Pada tabel tersebut,
hubungan peloku dengan korban yang
frekuensinya menyolok yaitu dilakukan
oleh ibu dan aych kandung, masing-
masing 34 kasus, guru sekolah 26 kasus
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dan orang tidak dikenal 19 kosus. Pelaku
mulai nomor 1 sampai dengan nomor 10
adaloh orang-orang yeng masih punya
hubungan kekerabatan dan ikatan
emosional. Situasi ini menunjukkan,
bahwa lingkungan keluarga merupakan
lingkungan sosial yang potensial
melakukan tindak kekerasan terhadap
anak.

Tabel 5

HUBUMGAM PELAKU DEMNGAM KORBAM

TINDAK KEKERASAN

NO HUBUMGAMN DG PELAKU F %
1 | Ayah kandung 34 | 22,52
2 | lbu lmndunL 34 | 22,52
3 | Ayah firi 4 | 2,65

4 | ibu tin 2 1| 2=
5 | Kokek 4 | 2,45
& | Saudara/Misan 2 | 1,32
7| Peman/bibi/kerabat lain g8 | 530
B | Guru sekalah 25 | 17,22
9 | Guru mengaiji 9 596 |
10 | Tetangga 4 2,65 |
11 | Atasan/pengawas tempat bekerjs | 5 331 |
12 | Orang loin tidak dikenal | 19 | 12,58 ]

Sumber : LPA Previnsi NTB, 2003,

Keluarga yong mestinya menjadi
tempat pertama dan utama bagi anak
untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan
sosial dasar, hak-hak dan perlindungan,
sebaliknya menjadi tempat penyiksaan
don penjara bagi anak-anak. Ayah dan
ibu kandung yang berfungsi memberikan
perlindungan terhadap anak-ancknya,
justru sebaliknya. Mereka bagaikan “mon-
ster” yang menakutkan dan mengancam
kehidupan anak-anaknya. Demikian pula
ayah dan ibu tiri, kakek, paman, bibi dan
kerabat, dimana keberadaanya dapat
mendukung anak untuk memperoleh
kebutuhan, hak dan perlindungan, justru
sebaliknya menjadi ancaman terhadap
kelangsungan pertumbuhan dan per-
kembangan anak tersebut.

Phaedophilia

Tim Peneliti Lembaga Pedindungan
Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun
2003 menemukan 7 kasus phaedophilia
yang dilakukan oleh orang asing, dan 2

(dua) kasus dilakukan oleh orang lokal
yang kasusnya telah ditangani oleh pihak
berwaijib. Pada tahun 2006 terjadi kasus
sodomi terhadap seorang anak yang
dilakukan oleh empat orang Australia.
Saat ini korban memperoleh advokasi
sosial dari LPA provinsi meupun LPA
Kabupaten Lombok Barat. Selain itu LPA
juga memberikan pendampingan kepada
korban dalam proses peradilan di
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Wabah Incest

Tim penelitian Lembaga Perlin-
dungan Anak Provinsi pada tahun 2003
mencatat, terdapat 23 kasus dari 35 kasus
kekerasan seksual terhadap anak,
dilakukan oleh erang-orang yang masih
memiliki hubungan darah dengan kerban.
Pada tahun 2006 terjodi kasus
pemerkosaan, yaitu antara anak dengan
ayah kandung. Pada saat ini korban
sedang hamil 6 bulan dan dititipkan oleh
LPA di Panti Sosial Tresna Werdha
Mataram. Secara intensif ia memperoleh
pelayanan pendempingan dari tenaga
LPA provinsi maupun LPA Kabupaten
Lombok Barat.

Anak Berkonflik dengan Hukum

Selain sebagai korban dari eks-
ploitasi, tindak kekerasan, phaedophilia
dan incest, pada kenyatoonnya anak-
anck juga dopat sebagai pelaku. Bahkan
terjadinya beberapa kasus tindak kriminal
pelakunya adalah anak-anak. Data yang
dihimpun oleh LPA Nusa Tenggara Barat
dari Bapas Mataram menyebutkan ada
11 jenis kasus yang dilakukan anak-anak,
sehingga mereka disebut sebagai anak
yang berkonflik dengan hukum. Beberapa
jenis kasus tersebut dapat dilihat poda
tabel 6. Data poda tabel tersebut
menunjukkan jenis kasus hukum yang
frekuensinya sangat menyolok adalah
pencurian dengan 25 kasus dan menyusul
narkotika dengan 8 kosus. Kasus-kasus
tersebut ditangani penegak hukum dalam
hal ini Kepolisian Daerah (Polda NTB) dan
Kepolisian Resort (Polres kabupaten/ kota
lokasi kejadian).



Tabel &

JENIS KASUS ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM

Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat {Suradi)

DIAGRAM 4 :
STATUS GIZI BALITA

NO JENIS KASUS JUMLAH
1 | Pencurian 25
2 | Penganiayaan 2
3 | Pemerkosaan/kesusilaan 3
4 | Kecelakaan lalu lintas 3
5 | Penggelopan 3 & GIZ| BURUK GIZI KURANG
T e 3 | GIZI NORMAL Gizl LEBIH
7 | Pembunuhan -
8 | Pengeroyokan 3 Dalam upaya mengetahui status gizi
5 | Pengedaren uong palsh 2 balita, balita (0-59 bulan) yang menjadi
T hard = 'I sampel pendataan sebanyak 498.095
¥ Ne r;ﬂ:i:” . aang 5 anak. Balita yang memiliki status gizi buruk
Tk berjumlah 6,58 persen, gizi kurang 2,62
JUMLAH 55 persen, gizi normal 68,56 persen dan gizi

Sumber : LPA Provinsi NTB, 2003.

Polda dan Polres di wilayah Nusa
Tenggara Barat mencatat secara kumulatif
terjadinya peningkatan jumlah kasus anak
yang berkonflik dengan hukum pada
tahun 2003 dibandingkan tahun 2004.
Kasus yang mengalami peningkatan
adalah penganiayaan, pemerkosaan,
pembunuhan dan penculikan. Sedangkan
kasus yang mengalami penurunan adalah
aborsi, pencabulon, incest, melarikan
anak, dan pencemaran nama baik.

Anak dengan Status Gizi Buruk

Permasalahan yang terkait dengan
permenuhan kebutuhan sosial dasar anak
adalah status gizi balita. Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat (2005)
menyajikan data mengenai status gizi
balita, yang dikategorikan ke dalam Gizi
Buruk, Gizi Kurang, Gizi Baik don Gizi
Lebih. Data mengenai status gizi balita di
Nusa Tenggara Baorat ini secara umum
dapat dilihat pada diagram 4.

lebih 2,24 persen. Arfinya, balita yang
menghadapi masalah status gizi tidak
normal berjumlah 31,44 persen.
Perscalan status gizi balita sangat
berkaitan dengan proses pertumbuhan
dan perkembangan anak selanjutnya,
baik terkait dengan aspek fisik, mental dan
kecerdasan. Kondisi ini perlu penanganan
secara komprehensif, yang tujuan jangka
pendeknya agar anack-anak segera
tercukupi asupan/kebutuhan gizinya.
Tujuan jangka menengch supaya anak
tumbuh kembang secara normal sesuai
dengan fase-fase kehidupannya.
Sedangkan tujuan jangka panjang
merupakan sebuah upaya untuk
menyelamatkan generasi muda sebagai
sumber daya pembengunan di masa
depan.

7. Anck Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

Berdasarkan data pada Profil Anak
Musa Tenggara Barat { 2004), anck umur
0-18 tahun di provinsi Nusa Tenggara
Barat berjumlah 1.800.380 orang.
Sebagian dari jumlah tersebut hidupnya
tidok beruntung, sehingga mereka
termasuk kelompok Penyandang Masalah
Kesejohteraan Sosial (PMKS). Tidak
tercukupi kebutuhan sosial dasar dan hok-
haknya sebogaimana anak-anak
umumnya.
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Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat
{2005) mencacat jumlah anck-anak yang
termasuk ke dalam PMKS sebanyak
277.147 anak (minus Kabupaten
Sumbaowa Barat), yang terdiri dari balita
telantar 27.903 anak, anak telantar
231.160 anak, anak korban tindak
kekerasan 195 anak, anak nakal 8.473
anak, anak jalanan 8.041 anak dan anak
cacat 277 anak, Dari data tersebut PMKS
rumpun ketelantaran (neglected children)
yang terdiri dari balita telantar, anak
telantar, dan anck jalanan jumlahnya
sangat dominan yaitu sebesar 267.104
anok. Data PMKS anak tampak pada
tabel 7.

Tabel 8
PMKS MENURUT JENIS KELAMIN

1 BT 20,885 7,018 | 27,903
2 | AT 116,203 | 114,957 | 231,160
3 AKK 44 151 195
4 | AN 5,163 3,310 8,473
5 | AMJAL 5,528 3,611 2,139
6. | PACA 277

JUMLAH 147,823 | 129,047 | 277,147

Tabel 7

PMES MEMURUT KABUPATEMN/KOTA
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH
1 | LOMBOK BARAT 103,247
2 | LOMBOK TENGAH 51,830
3 | LOMBOK TIMUR 89,401
4 | SUMBAWA 1,503
5 | DOMPU 10,728
& | BIMA 12,164
7 | KOTA MATARAM 3,893
8 | KOTA BimaA 4,359
|9 | SUMBAWA BARAT 0
JUMLAH 277,147

Sumber : Dinas Sosial dan PP Provinsi NTE, 2005,

10

Data sebagaimana menunjukkan
jumlah PMKS anck di Nusa Tenggara
Barat, yaitu sebesar 15.38 persen dari
populasi anak. PMKS paling menyolok
terdapat di Kabupoten Lombok Barat,
Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok
Timur,

Dilihat dari kategori jenis kelamin,
PMKS anak laki-laki lebih besar
dibandingkan dengan PMKS anak
perempuan, sebagaimana terlihat pada
tabel 8.

Sumber : Dinas Sosial don PP, NTB, 2005,

Khusus PMKS anak yang termasuk
rumpun ketelantaran, pada umumnya
berasal dari rumah tangga miskin.
Kemiskinan menyebabkon rumah tangga
tersebut tidak mampu mamemﬁ}i
kebutuhan sosial desar, hak dan
perlindungan kepada anak-anak mereka.
Bahkan di antara mereka mendorong
anak-anaknya menjalankan kegiatan
ekonomi di jelanon atau yang kemudian

dikenal dengan anak jalanan (street
children).

Partisipasi Sekolah Anak

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olghraga (2005) mencotat, bahwa dari
siswa 5D yang berjumlah 5.485 anak,
angka putus sekolah sebesar 1.00 persen,
siswa SLTP berjumlah 3.901 anak, angka
putus sekolah sebesar 2.73 persen, siswa
SMA berjumlah 3.190 anak angka putus
sekolah sebesar 4.61 persen dan siswa
SMK 1.401 anak, angka putus sekolah
sebesar 7.87 persen. Semakin tinggi
tingkat pendidikan, semakin tinggi pula
angka putus sekolah penduduk. Angke
tersebut memperkuat data sebelumnya,
bahwa semakin finggi fingkat pendidikan,
angka melanjutkan semakin rendah don
angka putus sekolch semakin tinggi.




Angka Partisipasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan
indikator yang juga menunjukkan
kemajuan bidang pendidikan penduduk
Provinsi Musa Tenggara Barat. Angka
Partisipasi Murni [{APM) adalah jumlah
siswa usia tertentu dibandingkan dengan
jumlah penduduk usia tertentu pada
jenjang pendidikan tertentu. Sebagai
contoh rumus untuk menentukan APM SD
adalah :

Siswa SD usia 7-12 tahun X 100 %
Penduduk usia 7-12 tahun

Rumus tersebut berlaku juga untuk
menentukan APM SLTP maupun APM SLTA.
Sedangkan Angka Partisipasi Mumi [APK)
adalah jumlah seluruh anak yang sekolah
dibandingkan dengan jumlah penduduk
usia fertentu. Sebagai contoh rumus untuk
menentukan APM 5D adalah :

APK 5D = Seluruh siswa SD x 100%
Penduduk usia 7-12 tahun

Kemudian diiketahui, bohwa anak
usia 7-12 tahun (SD) berjumlah 573.975
anak, usia 13-15 tahun (SLTP} berjumlah
282.317 anak dan usia 16-18 tchun
(SLTA) berjumlah 261.643 anak.
Berdasarkan date penduduk pada
usia sekolah daon jumlch siswa, maka
APK dan APM untuk masing-masing
tingkat pendidikan dapat dilihat pada
diagram 5.

DIAGRAM 5 :
APK DAN APM SD, SLTP DAN SLTA

Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat {Suradi)

Data poda diagram 5 tersebut
menunjukkan, bahwa semakin tinggi
tingkat pendidikan, APK maupun APM
semakin menurun yang berarti angka
partisipasi sekolah semakin rendah.
Rendahnya angka partisipasi sekolah
pada tingkat pendidikan SLTA tersebut
diduga terkait dengan ketidakmampuan
orang tua membiayai pendidikan
anaknya. Hal ini berkaitan dengan
mata penccharion penduduk, dimana
prosentase terbesar di sektor pertanian,
dan cukup tingginya rumah tangga miskin,
yaitu 327.565 KK (1.637.825 jiwa) atau
39.53 persen (Dinkesos dan Pember-
doyaan Perempuan Provinsi NTB, 2005).

Berbagai permasalahan anak yang
terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat
tersebut sudah kompleks, baik dilihat dari
kondisi yang melatarbelakengi maupun
dampaknya bogi korban dan masyarakat
pada umumnya. Musa Tenggara Barat di
satu sisi sebagai doerah wisata yong
sangat terbuka terhadap masuknya gaya
hidup kekotaan, dan di sisi lain masih
tingginya keluarga miskin, merupakan
kondisi yang potensial mendorong
terjadinya berbagai permasalahan anak.
Kondisi ini dapat menjodi dasar dalam
menentukan bentuk-bentuk pelayanan
dalam upaya perdindungan anak.

Upaya Perlindungan Anak
Pelayanan Sesial Anak dalam Panti Sosial

Panti milik masyarakat yang
mengasuh anak telantar tersebar di
delapan dari sembilan kabupaten/kota di
seluruh Nusa Tenggara Barat. Dari
delapan kabupaten/keta, jumlch panti
asuhan adaleh 200 unit yang mengasuh
10.191 anak atau 36,52 persen dari
populasi anak telantar di seluruh Provinsi
Nusa Tenggara Barat yang berjumlah
27.095 anck. Selain penti masyarakat
yang mengasuh anck telantar, di Nusa
Tenggara Barat juga terdopat 3 panti

cacat milik masyaraket yang mengasuh
95 anak.

i1
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Sedangkan panti milik pemerintah
daerah yang mengasuh anak ada tiga
jenis panti, yaitu panti asuhan bagi anak
telantar, panti anok yang mengalami
hambatan dalam sekolahnya dan panti
bagi anak putus sekolah.

Kemudian panti milik pemerintah
pusat yang mengasuh anak adalah Panti
Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram.
Panti ini mengasuh anak nakal sebanyak
100 anak yang seluruhnya laki-laki.

Dari ketiga kategori panti sosial yaitu
miliki masyarakat, pemerintah daerah dan
pemerintah pusat, anak yang diasuh
seluruhnya berjumlah 10.646 anok atau
38.45 persen. Dengan demikian masih
terdapat 17.041 anck atau 61,55 persen
anak penyandang masalah kesejohteraan
sosial di Nusa Tenggara Barat tidak
terjangkau pelayanan panti sosial.
Sebogion dori mereka itu ditangani oleh
LPA dan pemerintah melalui sistem non
panti.

Program Bantuan Sesial bagi Anak

Sebagai wujud tanggung jowab
negara terhadap anak, pemerintah cq
Departemen Sosial memberikan bantuan
kepada panti melalui Dinas Sosial dan
Pemberdayoan Perempuan Provinsi Nusa
Tenggara Barat bagi anak penyandang
masalah sosial, baik panti sosial milik
masyarakat maupun pemerintah daerah.
Melalui bantuan ini diharapkan panti
sosial mompu beriahan dan mening-
katkan jangkauan serta kualitas
pelayanannya, sebagai bagian dari
upaya perlindungan anak.

a. Bantuan Subsidi Panti/BBM

Subsisi Panti di Nusa Tenggara Barat
menjangkau 203 panti asuhan dan panti
anak cacat. Namun demikian suE?id'r
tersebut pada praktiknya hanya
menjangkau sebagian dari jumlah klien
panti sosial. Dari jumlah panti 203 unit
dengan jumlah klien 10.286 anak, yang
memperoleh subsidi sebanyak 6.712 anak
atau 65.25 persen dengan alokasi subsidi
dihitung per anak sebesar Rp. 2.250 x 30
hari x 12 bulan. Arinya, sebanyak 34,66
persen anak kebutuhan makanannya

ditanggung oleh pihak panti sesial sendir.
Berdasarkan hasil monitoring yang
dilakukan oleh petugas pelaksana subsidi
panti, pada praktiknya subsidi yang
diterima oleh panti dimanfaatkan oleh
seluruh anok panti dalam upaoye
meningkatkan kualitas makanan dan
pemberian makanan tambahan.

Untuk mengetahui pemanfaatan
subsidi panti tersebut, pihak panti sefiap
bulan membuat laporan secara tertulis
yang disampaoikan kepada petugas
pelaksana subsidi panti pada Seksi
Pelayanan Anck. Berdasarkan laporan
tertulis, seluruh panti penerima subsidi
telah menerima dan memanfaatkan
subsidi sesuai dengan pedoman yang
telah ditentukan. Namun disinyalir ada
indikasi penyalahgunaan pemanfaatan
subsidi panti tersebut.

b. Baontuan Usaha Ekonomis Produktif

Terbatasnya daya panti sosial
menyebabkan tidak semua anak telantar
memperoleh pelayanan melalui sistem
panti sesial. Menyadari keterbatasan
tersebut, pemerintah cq Departemen Sosial
melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat
menyalurkan bantuan bagi anak telantar
melolui sistern non panti. Melalui bantuan
ini anak telantar putus sekoloh diarahkan

agar mampu mengelola usaho ekonomi
produktif.

Bantuan yang disalurkan dalam
satuan paket usaha seluruhnya berjumlah
214 paket yang menjangkau 1.200 anak
telantar. Adepun bentuk paket yang
dikelola oleh anak berupa dagang
sembako, peternakan dan perbengkelan.
Perkembangan dari bantuan berupa
paket UEP ini fidak diperoleh, disebabkan
masih terbatasnya sistem administrasi.

Bantuan Pendidikan bagi Anak

Bantuan pendidikan anak merupa-
kan program yang diselenggarakan oleh
pemerintah cq Departemen Pendidikan
Nasional yang didekonsentrasikan melalui
Dinas Pendidikan Pemuda dan Clahrage
Provinsi Nusa Tengagra Barat. Program
ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak



pada usia sekolah (7-18 tahun), terutama
dari keluarga tidak mampu dapat
bersekolah. Bentuk-bentuk program yang
dilaksanakan adalah :

a. BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Program ini sasarannya adalah
siswa SD/MI| sederajat termasuk SLB
sefingkat SD dan SLTP (sederajat). Pada
tahun 2006, jumlah siswa SD (sederojat)
yang mempercleh BOS sebanyak
606.171 anak dengan jumlah dane
sebesar Rp. 141.829.550.000.
Sedangkan jumlah siswa SLTP (sederajat)
yang mempercleh BOS sebanyak
224.492 anak dengan jumlah dana
sebesar Rp. 74.326.400.000. Dana BOS
tersebut turun ke sekolah-sekolah melalui
rekening sekolah, dan bukan rekening
pribadi kepala sekolah.

Apabila dang BOS fidak mencukupi
RAPBS (Rencana Anggaran dan
Pendopatan Belanja Sekolah), maka
sekolah dapat memungut dana dari
Komite Sekolah berdasarkan rapat antara
seko:;:lh, Komite Sekolah beserta orang tua
murid.

Pemantauan dilakukan setiop enam
bulan, untuk mengetahui ketepatan waktu
pencairan dana, dan penggunaannya.
Sampai saot ini (sejok 2004) belum
ditemukan kasus penyalahgunoan dana
BOS tersebut.

b. Bantuan Khusus Murid (BKM)

BKM diberikan kepada siswa SLTA
yang dilaporkan oleh sekelah yang
bersangkutan sebagai siswa tidak
mampu. Pada tahun 2006 siswa yang
memperoleh dana BKM sebanyak 22.640
anak dengan total dana sebesar
Rp. 17.659.200.000 yang bersumber dari
dana AFBN,

c. Refrival

Bantuan yang diberikan kepada
siswa yang putus sekolah, agar mereka
mau sekolah kembali. Pada tahun 2004,
siswa SLTP yang menerima program
retrival sebanyok 1.500 anak dengan
jumlah bantuan Rp. 500.000 per anak,

Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat (Srradi)

dan mereka bebas biaya sekolah sampai
lulus SLTP

d. Transisi

Program ini diberikan bagi anak/
siswa SD yang akan melanjutkan ke SLTP,
daon berdasarkan keterangan sekolah
mereka tidak mampu. Pada tahun 2006,
siswa yang menerima program transisi
sebanyak 1.500 anak dengan jumlah
bantuan sebesar Rp. 500.000 per anak.

e, Beasiswa

Program bantuan ini diberikan
kepada siswa SD dan SLTP yang menurut
sekolah dinilai berprestasi. Beasiswa untuk
siswa 5D langsung dikelola oleh Pusat
(Diknas) yang disalurkan kepada 1.600
anak. Besamya beasiswa Rp. 25.000 per
anak per bulan. Kemudian beasiswa untuk
siswa SLTP dikelola doerah (Dekon) yang
disalurkan kepada 500 anak dengan
besar beasiswa Rp. 50.000 per anak per
bulan seloma 1 tahun.

Dari lima program yang diseleng-
garakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuc?ﬂ
dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara
Barat, telah terjangkau sebanyak 858.403
anak atau 76.81 persen dari total anak
usia sekolah 5D — SLTA yang berjumlah
1.117.935 anak. Angka ini menunjukkan
bahwa peran pemerintah daerah yang
didukung oleh Pusat masih cukup besar.
Meskipun demikian program ini
tampaknya belum cukup efektif, apabila
dikaitkan dengan angka melanjutkan dan
partisipasi sekolah yang cenderung terus
menurun secara signifikan, serta angka
putus sekolah yang cukup tinggi pada
siswa SLTP dan siswa SLTA.

Bantuan Kesehatan dan Gizi bagi Anak

Dalam upaya mewujudkan masyo-
rakat sehat, terutama dalam hal ini
pemeliharaan kesehatan anak-anak
balita, pemerintah cq Departemen
Kesehatan yang didekonsentrasikan
melalui Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara Barat menyelenggarakan
berbagai program yang dibagi ke dalam
tahapan kegiatan, yaitu :
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a. langkah Cepat Tanggap (LCT)

1). Pekan penimbangan. Kegiatan ini
dilakukan di Posyandu untuk
mengetahui status gizi balita
sekaligus mengidentifikasi kasus
gizi buruk yang tidak dilaporkan.

2). Pendistribusian Makanan Pen-
damping Air Susu lbu (MP-ASI).

3). Penanganan kasus. Kasus gizi
buruk yang dijumpai ditangani
sesuai dengan kondisinya
yaitu diupayckan memberikan
makanan tambohan untuk
pemulihan selama 90 hari dan
memberikan pengobatan sesuai
dengan indikasinya.

b. Jangka Menengah dan Panjang
(JMP)

Untuk jongka menengah dan jangka
panjang diloksanakan melalui pe-
ningkatan kegiatan : Revitalisasi Posyandu,
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG) dan Pemantapan Sistem Ke-
waspadaan Dini Kejadion Luar Biasa
(SKD-KLB) Gizi buruk, serta revitalisasi
Puskesmas.

c.  Audit Kasus Gizi Buruk (AKGB)

Setiap kasus gizi buruk yang
ditemukan, divpayakan untuk diikuti
dengan pelaksonaan Audit oleh Petugas
Gizi Puskesmas meliputi hal-hal sebagai
berikut (1) Faktor non kesehatan yang
meliputi pendidikan dan pekerjaan orang
tua, (2) jumlah anak/anak ke berapa, (3)
tanda-tanda klinis, (4) riwayat penyakit
yang pernah diderita, (5) keadaan klinis
gizi buruk yang ditemukan, (4) tanda
Xerophalmia, (7) faktor gizi yang meliputi
faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi
buruk dan pemahaman terhadap
makanan gizi dan manfaatnya.

Advokasi dan Pendampingan Sosial

Program ini diselenggarakan oleh
lembaga perlindungan anak, lembaga
swadaya masyarokat dan lembaga
pelayanan sosial lainnya yang dikelola
masyarakat. Anak-anak kerban tindak
kekerasan, dieksploitasi baik secara
ekonomi maupun seksual dan anak-onak

IV.

yong diperdagangkan memperoleh
bontuan advokasi dan pendampingan
sosial. Lembaga perlindungan anak
dan lembaga swadaya masyarakat
membantu anak ketika dalam proses
peradilan, dan memberikan bimbingan
konseling bagi anak yang mengalami
stress akibat findak kekerasan. Kemudian
lembaga pelayanan sosial memberikan
penompungan sementara bagi anok yang
mengalami masalsh dengan keluarga-
nya. Namun demikian, lembagao per-
lindungan masih belum proakiif terhadap
isu-isu perlindungan anak. Hal ini dapat
diamati dari masih terbatasnya jaringan
kerja yang dibangun oleh lembaga
perlindungan anck dengan instansi atau
lembaga yang menyelenggarakan
program kesejahteraan dan perlindungan
anak.

Berbagai program, baik yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah,
lembaga perlindungan anak den
lembaga pelayanan sosial anak dapat
dipohami sebagai upaya untuk me-
wujudkan kesejohteraan dan perlindungan
anak di Nusa Tenggara Barat. Namun
demikian masih diperlukan upaya lebih
optimal melalui pengembangan jaringan
kerja dari berbagai pihak, baik pe-
merintah maupun masyarakat. Melalui
jaringan kerja yang boik, maka upaye
perlindungan anak dapat dimulai dari
tohap pencegahan terjadinya tindak
kekerasan, eksploitasi dan perdagangan
anak. Berkaitan dengan itu diperlukan
komitmen dari pemerintoh dalom bentuk
legislasi sebagai landasan operasional
bagi siopapun yang menyelenggarakan
program perlindungan anak.

ANALISIS

Analisis tentang perlindungan anak dalam

peneliian ini mendasarkan pada pengertian
perlindungan anak, yang di dalamnya
mencokup aspek pemenuhan hak anak,
kelangsungan hidup, tedindungi dari kendisi
yang tidak menguntungkan, dan berkem-
bangnya potensi anak. Sebagaimana diuraikan
terdohulu, bohwa instansi pemerintah dan
masyarakat di Nusa Tenggara Barat telah



menyelenggarakan program sosial dalem
upaya perlindungan anck. Panti sosial, baik
yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat, memberikan pemenuhan hak dan
kebutuhan sosial desar anck yang tujuannya
untuk kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang mereka, sehingga anak-anak tersebut
dapat hidup secara wajar. Hidup secara wajar
ini ditandai dengan cerdas, krectif, mandir,
setia kawan dan berakhlak mulia.

Berdasarkan data pada Dinas Sosial don
Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa
Tenggara Barat, pada tahun 2005 PMKS anak
berjumlah 277.147 crang. Mereka terdiri dari
balita telantar, anak telantar, penyandeng
cacat, anak jalanon dan korban tindak
kekerasan. Dari jumlah tersebut, anck yang
memperoleh pelayanan melalui panti berjumlch
10.191 orang atau 3,68 persen dari populasi
penyandang masalah kesejchteraan sosial
anak. Berdasarkan data tersebut, kapasitas
panti masih relatif kecil dibandingken dengan
jumlah PMKS angk, Meskipun demikian upaye
tersebut perlu memperoleh cpresiasi, karena
panti teloh memberikan koniribusi yang nycta
daolam upaya perlindungen anck.

Selain dilakukan melalui sistern panti, Dinas
Sosial dan Pemberdayaon Perempuan Provinsi
MNusa Tenggara Barat menyelenggarckan
program perlindungan anck melalui sistem non
panti. Program ini ditujukan untuk mengem-
bangkan potensi diri anak, terutoma diarahkan
pada penguatan ekonomi mereka melalui
pengelolaan usaha ekonomis produktif (UEF).
Pado progrom ini diluncurken 214 poket yang
menjongkau 1.200 anck felantar atou 0,52
persen dari jumlah anak telantar yang berjumich
231.160 orang. Berdosorkan data tersebut,
pada tahun 2005 sebanyck 11.391 anck
sudoh memperoleh pelayanan atou program
perlindungan.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan
program perlindungan anack, terutama
berkaitan dengan kelangsungan pendidikan
anak sebagai upaya pemenuhan hak dan
kebutuhan sosial dasar. Program yang
dikembangkan, yaitu Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM),
Retrival, Transisi dan Beasiswa. Program bagi
anak-anak dari keluarga tidak mampu tersebut
telah menjangkau sebanyak 858.403 anak.

Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barai (Suradi)

Berdasarkan data tersebut, program pendidikan
telah memberikan kontribusi yang nyata dalam
upaya memenuhi hak dan pelayanan scsiol
dasar anak. Melalui program bantuan
pendidikan ini, berarti Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga teloh melakukan upeya
perlindungan anak.

Status gizi balita dan anak merupakan
kondisi yang terkait dengan upaya per-
lindungan aengk. Pada tahun 2005, anak
dengan status gizi normal berjumlah 31,44
persen dari populasi anck yang berjumlah
498.095 orang. Berdasarkan data tersebut,
berarii anck dengan siotus gizi tidak normal
berjumlah 68,56 persen. Data ini meng-
gombarkan, bahwa balita dan anak-anak di
NTB yong mengalami gangguan tumbuh
kembangnya sangat signifikan, dan kondisi ini
menggambarkan permasalahan yang serius
pada kuclitas sumber daya menusia di masa
depan. Uniuk mengatasi masalah ini, Dinas
Kesehatan teloh mengembangkan sejumlah
program Posyandu, Makanan Pendamping Air
Susu lbu, memberikan makanan tambahan dan
pengobotan sesuai dengon indikasinya,
Pemantapan Sistem Kewaspadaan Dini
Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) Gizi buruk, serta
revitclisasi Puskesmas dan  Audit Kasus Gizi
Buruk (AKGB). Program yang dikembangkan
oleh Dinas Kesehatan dalam mengatasi status
gizi buruk peda balita dan anak tersebut
merupckan salah sotu upaya perlindungan
anck, karena maslah stotus gizi berkaitan
dengan hak kelangsungan hidup dan
pemenuhan kebutuhan sosial dasar anak.

Selain instansi pemerintah, masyarakat
melalui Lembaga Perindungan Anak (LPA) telah
menyelenggarakan program dalam upaya
perlindungan anak. LPA tersebut aktif
melakukan studi tentang permasalahan anak,
pendampingan dan advokasi terhadap anak
korban findak kekerasan dan eksploitasi yang
dilakukan bersama-sama dengan lembaga
penegak hukum setempat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, upaya
perlindungan anak di Nusa Tenggara Barat
telah dilakukan cleh instansi pemerintah
maupun masyarakat melalui Lembaga
Perlindungan Anak (LPA) dan organisasi sosiol
(panti-panti sosial). Upaya yang dilakukan
melalui program-program sosial tersebut telah
menjangkau aspek-aspek yang terdapat
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di dalam konsep pedindungan anak, yaitu terkait
dengon pemenuhan hak, kelangsungan hidup
dan tumbuh kembang anok. Meskipun
prorgam-prorgam tersebut masih menjangkau
sebagian kecil dari populasi, namun upaya ini
telah memberikan kontribusi dan menjadi
rinfisan yang akan berkelanjutan dalam upaya
perlindungan anak di Provinsi Musa Tenggo
Barat.

Mencermati program yang diloksanakan
oleh instansi pemeriniah, panti milik masyarakat
dan Lembaga Perindungan Anak (LPA), maka
upaya perlindungan anak di Nusa Tenggara
Barat diwujudkan dalam pemenuhan
kebutuhan dasar (kelangsungan hidup),
kebutuhan psikososial melalui bimbingan sosial
dan psikis, perbaikan ekonomi, pendidikan for-
mal maupun non formal, perbaikan gizi,
pendampingan dan advokasi sosial. Akan
tetapi upaya tersebut masih dilakukan secara
sektoral, belum ada sinergi dari penyelenggara
program tersebut, sehingga tingkat
keterjangkuan program relatif terbatas.

V. PENUTUP

Berbagai permasalohan dihadapi oleh
anak-anak di Nusa Tenggara Barat menye-
babkan mereka memerlukan perlindungan
khusus, yaitu korban eksploitasi, korban tindak
kekerasan, phoedophilia, Incest, berkonflik
dengan hukum, status gizi buruk, Penyendaong
Masalah Kesejahteraan Sosial (balita dan anak
telantar, anck jalenan dan anck cacat) dan
rendohnya portisipasi sekolah. Permasalahan
tersebut menggambarkan, bahwa ssjumlah
anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat
menghadapi ancaman untuk pertumbuhan dan
perkembangnya sebagai sumberdaya manusia
pembangunan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan
tersebut, instansi pemerintah, masyarakat melalui
Panti Sosial dan Lembaga Perdindungan Anak
menyelenggarakan program-prorgam yang
langsung ditujukan kepada anak, yaitu
pelayanan sosicl dalam Panti Sosial, program
bantuan sosial bagi anak yang disalurkan
dalom bentuk bantuan permakanan bagi anak
dalam panti dan bantuan usaha ekonomis
produkiif (UEP) bagi anak-onak di luar panti,
bantuan pendidikan bagi anak tidak mampu
melalui program BOS ( Bantuan Operasional
Sekolah), Bantuan Khusus Murid (BKM), refrival,
transisi dan beasiswa, bantuan kesehatan untuk
mengatasi masalah gizi gizi anck dan advokasi
serta pendampingan sosial. Upaya per-
lindungan anak melalui berbogai program
pemerintah dan orgonisasi sosial kemasya-
rakatan tersebut telah mengurangi per-
masalahan yang dihadapi anak. Namun
demikian, upoya tersebut belum menjangkau
sebagian besar permasalahan anak. Arinya,
masin banyak anak-anak di Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang memerlukan per-
lindungan.

Berdasarkan hasil penelitian, digjukan so-
ran-saran untuk peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan anak. Saran ini ditujukan kepada
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/
kota, yoitu terbentuknya Kelompok Kerja
Perlindungan Anak (POKJA-PA) pada tingkat
propinsi maupun kabupaten/kota. POKJA ini
anggotanya terdiri dari unsur pemerintah
maupun masyarakat yang ditetapkan melalui
Keputusan Gubemur maupun Bupati/waliketa.
Adaopun tugas dari POKJA ini adalah advokasi,
riset, penguatan organisasi dan kediklatan yang
kesemuanya berkaiton dengan upaya
kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi
Nusa Tenggora Barat.
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